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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menjelang dimulainya penerapan kerangka pemilihan umum politik kepala 

daerah (Pemilukada), harapan yang luar biasa untuk ikut serta dalam kerinduan 

yang luar biasa terhadap pemerintahan mayoritas berkembang di kalangan 

masyarakat. Keputusan-keputusan provinsi di berbagai kabupaten menjadi tuan 

rumah menjadi sangat menyemangati pertemuan politik. Masyarakat yang kini 

akrab dengan komponen pemilihan pionir di tingkat kota telah menemukan 

sarana artikulasi politik baru yang lebih menonjol. Pemberian ruang bagi daerah 

untuk secara lugas menentukan kepala daerahnya juga dipandang sebagai 

apresiasi positif terhadap daerah yang sudah berada pada jalur yang benar dalam 

memilih. 

 Pemerintahan mayoritas (ras umum/keputusan) di Indonesia berkembang 

seiring dengan berkembangnya kerangka sakral, sistem berbasis suara di 

Indonesia mencapai puncak perkembangannya ketika pemilu langsung dan 

Pilkada diselenggarakan. Hal ini tidak berhenti sampai di situ saja, 

pemerintahan mayoritas di Indonesia terus berupaya menerapkan kerangka 

keputusan politik dan sinkronisasi pemilihan lokal. Pelaksanaan perlombaan 

teritorial yang sinkron merupakan konfirmasi nyata dari perkembangan 

pemerintahan yang didominasi oleh mayoritas. Pasca Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 97/PUU-XI/2013, mau tidak mau kita melihat dan melaksanakan 

perlombaan-perlombaan teritorial serentak utama yang dimulai pada tahun 

2015. Gagasan ini kemudian dikonkretkan menjadi peraturan formal, yaitu 

Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan beberapa kali, 

paling akhir dengan Peraturan – Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Harapan Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 
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2014 tentang Pengangkatan Wakil Pimpinan, Pejabat dan Pimpinan Balai Kota 

Menjadi Peraturan – Peraturan (Peraturan Ras Politik) (Juliani dan Suni, 2020). 

 Pergantian peristiwa yang cepat, termasuk perbaikan sistem berbasis suara 

lingkungan melalui pelaksanaan pemilihan teritorial yang sinkron, 

bagaimanapun, isu-isu yang ada dan variasi jalannya pengambilan keputusan 

lokal belum mengalami perubahan besar-besaran. Persoalan yang dimaksud 

berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan keputusan 

teritorial. Secara umum, ketahuilah bahwa jenis pelanggaran di tingkat provinsi 

meliputi pelanggaran peraturan, pidana, moral, dan pelanggaran hukum lainnya. 

Dari berbagai macam pelanggaran yang terjadi di balapan lokal, yang menarik 

untuk dicermati adalah pelanggaran regulasi yang terjadi di TSM. Pelanggaran 

ini terjadi sejak keputusan wilayah serentak tahun 2015 hingga balapan lokal 

sinkron tahun 2020. Pelanggaran otoritatif ini menarik mengingat fakta bahwa 

ia memiliki atribut dan kualitas yang tidak sama dengan organisasi normal. 

Kualitas dan kualitas ini harus terlihat dalam komponen pembuktian dan 

persetujuan yang dipaksakan jika terbukti melakukan pelanggaran manajerial 

TSM. Dalam pengaturan Peraturan Keputusan Politik Provinsi, Pasal 135A ayat 

(1) menggarisbawahi bahwa pelanggaran organisasi ras politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara 

terorganisir, tertib, dan masif (Hainidar et al., 2022) 

Bahwa keputusan/perlombaan benar-benar dilakukan sesuai dengan 

pedoman hukum atau dilakukan berdasarkan metodologi, sistem, atau 

komponen yang terarah (Hidayat, 2020). Ada kecenderungan bahwa jika hal ini 

dilakukan tidak sesuai dengan pedoman hukum, maka yang terjadi adalah 

keraguan masyarakat terhadap konsekuensi dari keputusan tersebut dan dapat 

dikatakan bahwa sistem peraturan mayoritas telah gagal. Untuk mencegah hal 

ini, kebijakan peraturan, kesesuaian metodologi, strategi atau komponen, harus 

dijaga sepenuhnya; menghitung pelanggaran yang harus ditangani dengan 

penuh kepercayaan, tanggung jawab dan kualitas (Ja, 2018). 
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Apa pun kasusnya, selama menangani pelanggaran terhadap konstituen dan 

organisasi ras politik, terdapat berbagai macam pencegahan. Maka dalam kajian 

ini perlu dilakukan korelasi/pengkajian antara perlakuan terhadap pelanggaran 

peraturan dalam sistem ras politik dengan perlakuan terhadap pelanggaran 

manajerial dalam sistem ras politik kepala daerah serta melakukan pemeriksaan 

yang sah terhadap bagian-bagian penanganannya. pelanggaran peraturan untuk 

mendapatkan ide atau jenis penanganan pelanggaran manajerial yang lebih 

berhasil dan efektif (Sandi, 2020) 

Keputusan teritorial mempunyai keaslian politik. keaslian politik diperoleh 

melalui pemilu langsung, sehingga tidak lagi mudah dipengaruhi oleh DPRD, 

namun pemerintah daerah juga mempunyai dana politik yang besar untuk 

mengembangkan daerahnya. Selain itu, Pilkada juga mendukung kerja sama 

daerah dalam pengambilan keputusan strategi pemerintahan (Huda, 2021) 

Pengelolaan keputusan teritorial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Seperti sisi mata uang yang berbeda, ras dan pengawasan teritorial 

tidak dapat dipisahkan. Secara kondisional dan akibat yang logis, pengawasan 

merupakan konsekuensi dari sistem berbasis pemungutan suara prosedural yang 

kami pilih, meskipun ras teritorial adalah penjelasan bahwa pengelolaan harus 

tersedia. Mengingat tidak mungkin diadakannya perlombaan lokal tanpa adanya 

pengelolaan (Ristyawati, 2020). 

Model observasi dapat diselesaikan dari dua judul. Pertama, dari otoritas 

publik. Kedua, pengelolaan dari luar otoritas publik. Artikel ini akan 

memperkenalkan pengawasan dari luar otoritas publik atau kontribusi 

komponen non-pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada. Ada tiga 

komponen pengawasan yang akan dipahami dalam artikel ini. Langsung saja, 

masyarakat, juga perguruan tinggi dan ketiga pers. Pembicaraan mengapa 

ketiga komponen tersebut menjadi perhatian dan bagaimana merencanakan 

pengawasan non-administratif terhadap Badan Tata Usaha Keputusan Politik 

(Bawaslu) sebagai organisasi pengurus perlombaan politik yang bertugas 

mengatur pelaksanaan keputusan, salah satunya adalah membuat keputusan. 
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bergerak melawan pelanggaran. Dalam Pedoman Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 

8 Tahun 2020 tentang Mengurus Pelanggaran Penunjukan Wakil Pemimpin dan 

Wakil Pemimpin Delegasi, Pejabat dan Pejabat Agen, serta Pimpinan Balai 

Kota dan Ketua Yang Diangkat, dimaklumi bahwa pelanggaran tersebut 

ditangani diantaranya adalah pelanggaran terhadap seperangkat aturan 

koordinator pengambilan keputusan politik, pelanggaran terhadap organisasi 

ras politik, dan pelanggaran tindakan diskresi kesalahan. Sesuai otoritas publik 

untuk membuat keputusan teritorial yang lebih baik (Perdana et al., 2020). 

Beberapa keahlian Bawaslu adalah mampu mengarahkan tahapan 

Pemilihan Umum/Pilkada, menangani tindak pidana pelanggaran Keputusan 

Politik Umum/Pilkada dan sebagai badan hukum, menjalankan unsur utama dan 

hukum suatu yayasan negara. Oleh karena itu, pencipta harus memimpin 

penelitian tentang pengaruh Bawaslu dalam menangani pelanggaran peraturan 

berdasarkan sudut pandang kerangka keadilan Indonesia. Sementara itu, dalam 

kerangka hukum kita di Indonesia berdasarkan UUD 1945, hanya terdapat 2 

(dua) lembaga hukum, yaitu Mahkamah Agung (MK) dan Pengadilan Tinggi 

(Mama), iklim keadilan yang ketat, dan iklim kesetaraan militer (Mpesau, 2021) 

Masalah penanganan dan pelanggaran organisasi pengambilan keputusan 

politik lokal diselesaikan oleh pertandingan pelamar. Dalam setiap perlombaan 

politik yang luas, pasti akan muncul permasalahan dalam pelaksanaannya, 

sehingga diperlukan pengawasan terhadap keputusan politik sebagai bagian 

penting dalam koordinasi pengambilan keputusan. Menyusun keputusan politik 

Pejabat dan Pejabat Utusan Rezim Malang di masa pandemi virus corona ini 

merupakan sebuah ujian besar sehingga bisa saja sesuai dengan norma-norma 

berbasis popularitas. Untuk itu, Bawaslu Perpres Malang memegang peranan 

penting dalam mengatur pengangkatan Pejabat dan Pejabat Perwakilan Rezim 

Malang pada tahun 2020. Oleh karena itu, Bawaslu Rezim Malang perlu 

melakukan tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan manajemen ras politik 

(Asmara, 2019). 
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Mengingat Pedoman Keseluruhan Organisasi Administratif Perlombaan 

Politik Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 

Pelanggaran dalam Pengangkatan Wakil Pimpinan dan Wakil Pimpinan 

Utusan, Pejabat dan Pejabat Wakil, serta Pimpinan dan Ketua Utusan Balai 

Kota, Dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang mengatur 

pengambilan keputusan merupakan pelanggaran terhadap moral dalam 

pengambilan keputusan yang diarahkan oleh sumpah. atau berpotensi 

memberikan jaminan sebelum menyelesaikan kewajibannya sebagai 

koordinator perlombaan politik. Kemudian yang dimaksud dengan pelanggaran 

regulasi adalah pelanggaran terhadap strategi, teknik, dan instrumen yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan eksekusi ras politik pada setiap tahapan 

eksekusi keputusan politik. Sedangkan kesalahan pengambilan keputusan 

politik merupakan wujud pelanggaran serta pelanggaran terhadap pengaturan 

kesalahan ras politik sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang 

penunjukan Wakil Pimpinan, Pejabat dan Pimpinan Balai Kota (Humaedi dkk., 

2018). 

Dengan demikian, permasalahan pelanggaran dapat diselesaikan karena 

adanya tindakan dari Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi. 

Melalui banyak keterlibatan dari aktor atau pihak lain juga membantu Bawaslu 

dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran admnistrasi pada pilkada 

tahun 2020 kabupaten Malang. Bawaslu diharapkan dapat dengan cepat untuk 

menyelesaikan permasalahan pelanggaran admnistrasi baik yang dilakukan 

pasangan calon maupun pemilih.   

1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat landasan permasalahan di atas, pemeriksaan ini mempunyai 

rincian permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana cara yang paling umum dalam mengamati dan menangani 

pelanggaran manajerial dalam keputusan daerah Peraturan Malang Tahun 

2020? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 
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Untuk mengetahui tugas Bawaslu selama meninjau latihan pemilu 

daerah tahun 2020 di Rezim Malang dan mengetahui siklus kegiatan 

pelanggaran otoritatif pada pengambilan keputusan wilayah tahun 2020 

yang dilakukan pada pertandingan calon kepala daerah di Malang. 

Aturan. 

1.3.2 Manfaat 

Dengan memperhatikan rencana permasalahan dan sasaran 

penelitian di atas, peneliti yakin penelitian ini dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

a. Secara skolastik, pemeriksaan ini dipercaya dapat menjadi 

bahan referensi dan jendela informasi, khususnya mengenai 

tugas Bawaslu selama mengawasi pelaksanaan pengambilan 

keputusan politik daerah pada tahun 2020 serta aktivitas 

pelanggaran peraturan pada pemilu teritorial tahun 2020. Rezim 

Malang. Selain itu, eksplorasi ini diyakini dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber perspektif dan media bacaan untuk kemajuan 

pemeriksaan tambahan. 

b. Pada dasarnya pendalaman ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pemikiran kepada Bawaslu untuk terus dikaitkan 

mencermati proses pengambilan keputusan politik daerah tahun 

2020 dalam Peraturan Malang agar pelanggaran tidak terjadi 

terus-menerus pada setiap perlombaan politik wilayah. 

 

1.4 Definisi Konseptual 

1.4.1 Pengawasan  

Menurut George R. Tery, pengawasan berarti mengetahui apa yang 

telah dilakukan, pentingnya menilai pelaksanaan pekerjaan dan, jika 

perlu, melakukan kegiatan pemulihan sehingga hasil pekerjaan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen 

menurut T. Hani Handoko adalah suatu interaksi untuk menjamin 
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tercapainya tujuan hierarki dan pimpinan jika terdapat hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dan manajemen (Sandi dan., 2020) 

1.4.2 Penanganan  

Menurut Arso Martopo dan Soegiyanto, penanganan adalah 

menentukan tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti sesuatu. 

Merawat juga bisa berarti interaksi, strategi, aktivitas untuk 

mengalahkan sesuatu yang dialami. Arti penanganan disebut juga suatu 

proses kegiatan atau cara penanganan, pengelolaan, dan penyelesaian 

suatu perkara yang dilakukan oleh para ahli sehingga perkara yang ada 

dapat dikendalikan dan diselesaikan (Hainidar dkk., 2022). 

1.4.3 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Menurut Joko J. Prihantoro, keputusan kepala daerah merupakan 

rekrutmen politik, yaitu pilihan individu terhadap tokoh-tokoh yang 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik wakil kepala 

daerah/wakil kepala delegasi maupun pejabat/agen pejabat atau ketua 

kota/pimpinan yang ditunjuk. Sedangkan menurut Innu Syafiee 

Kencana, pemilihan kepala daerah adalah pengangkatan langsung 

kepala daerah oleh daerah setempat untuk memilih kepala wilayah 

barunya atau keputusan kepala daerah provinsi pada tingkat wakil 

kepala, pejabat, ketua kota dan tidak ditetapkan. batu oleh individu. 

Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin yang 

meliputi wakil pimpinan, pejabat, dan walikota. (Nainggolan dan 

Marzuki, 2021) 

 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi fungsional adalah definisi yang menyinggung pendekatan yang 

tepat dalam memasukkan informasi dan memperkirakan faktor. Upaya 

penetapan penanda fungsional dalam penelitian dalam rangka pemeriksaan dan 

penanganan pelanggaran peraturan dalam keputusan provinsi tahun 2020 di 

Rezim Malang adalah sebagai berikut:  

1. Pengawasan 
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A. Pengawasan langsung 

B. Pengawasan yang berputar-putar 

2. Merawat 

A. Mengumpulkan pelaku pelanggaran 

B. Informasi dan pemeriksaan BAP 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian  

Eksplorasi ini menggunakan strategi pemeriksaan berbeda 

subjektif dengan investigasi kontekstual Penatalaksanaan dan 

Perlakuan Pelanggaran Manajerial Keputusan Politik Provinsi 

Tahun 2020 di Peraturan Malang, dimana informasi yang didapat 

akan dibedah secara subyektif, yang kemudian menghasilkan 

informasi grafis, baik tertulis maupun verbal, dan untuk itu situasi 

yang ilmuwan berikan untuk mendapatkan data berupa Pengawasan 

dan Penanganan Pelanggaran Peraturan pada Ras Lokal Tahun 2020 

di Rezim Malang. 

Selanjutnya teknik ini digunakan untuk menciptakan dan 

menggambarkan kekhasan sosial yang terjadi pada objek 

pemeriksaan. Sementara itu, dalam penelitian tentang Pengamatan 

dan Penanganan Pelanggaran Otoritatif Keputusan Wilayah Tahun 

2020 di Peraturan Malang, para ilmuwan berupaya mencari jawaban 

atas isu-isu sosial yang dianggap signifikan, khususnya terkait 

dengan isu pelanggaran manajerial. Balapan Lokal Tahun 2020 di 

Rezim Malang. 

1.6.2 Subjek penelitian  

Penentuan subjek eksplorasi pada penelitian ini menggunakan 

pengujian purposive, tepatnya teknik pemeriksaan non-kemungkinan 

dan hal ini terjadi bila komponen yang dipilih sebagai contoh 

bergantung pada penilaian ilmuwan. Para ahli sering kali percaya 

bahwa mereka bisa mendapatkan tes delegasi dengan evaluasi yang 
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tepat. Sebagai subjek yang mampu memberikan data semaksimal 

mungkin, dalam eksplorasi ini kami sangat berhati-hati dalam 

menentukan sumber, untuk mendapatkan data yang sah dan lengkap. 

Oleh karena itu, dalam penjelajahan ini ilmuwan kemudian 

merencanakannya kembali pada beberapa fokus yang akan menjadi 

substansi pemeriksaan dan mengambil beberapa mata pelajaran 

pemeriksaan yang mempunyai peranan penting dan jelas berkaitan 

dengan jalannya pengawasan dan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di wilayah tersebut. ras di Rezim Malang, antara lain: 

1. Kepala bidang penanganan pelanggaran Bawaslu  

1.6.3 Sumber Data  

Pemeriksaan ini tidak hanya memusatkan perhatian pada informasi 

penting tetapi juga memanfaatkan informasi opsional. Informasi 

mendasarnya akan dari sisi pemeriksaan, sedangkan dari informasi 

organisasi itu sendiri atau hasil pertemuan langsung, misalnya dengan 

partner penting. Selain itu, informasi opsional adalah informasi yang 

dikumpulkan oleh penulis, yang diperoleh baik dari catatan harian, 

buku-buku yang berhubungan langsung dengan eksplorasi masa lalu, 

maupun yang berhubungan dengan fokus kajian, yaitu manajemen 

spesifik dan pelanggaran otoritatif tahun 2020. keputusan teritorial 

dalam Pemerintahan Malang. 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber informasi penting ini nantinya akan 

diperoleh penciptanya langsung dari sumbernya. Sumber 

informasi penting dalam eksplorasi ini adalah pertemuan 

dengan saksi-saksi kunci yang terkait dengan kemajuan. 

Para ahli berupaya mencari data tentang bagaimana 

Bawaslu menyaring dan menangani pelanggaran 

organisasi pengambilan keputusan politik. Untuk itu, 

keterangan yang diperoleh analis berasal dari saksi-saksi 

kunci, khususnya Badan Pengurus Politik Ras, situs 
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media Bawaslu lokal Malang, dan daerah setempat yang 

memiliki arahan penelitian sehingga substansi dan 

sasaran pemeriksaan ini dapat terjawab dengan tegas dan 

jelas. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber informasi opsional ini nantinya akan 

digunakan oleh pencipta untuk mengumpulkan informasi 

oleh orang lain, bukan spesialis sebenarnya, dalam 

kerangka berpikir angka dan akun yang mencerahkan, 

tentang metode paling mahir untuk menyaring dan 

menangani pelanggaran dalam keputusan teritorial tahun 

2020 yang dilakukan. oleh pemerintah terdekat untuk 

membuat balapan yang bersih. Dimana informasi 

opsional ini kemudian dimanfaatkan oleh para ilmuwan 

untuk membantu pertikaian informasi dari sumber-

sumber penting. Informasi tambahan yang didapat 

berupa laporan dan dokumen, serta buku, tulisan, 

makalah, majalah dan web yang jelas-jelas ada 

hubungannya dengan judul eksplorasi. 

1.6.4 Lokasi Penelitian  

Daerah pemeriksaan merupakan tempat dilakukannya eksplorasi 

untuk memperoleh data dan informasi yang diharapkan dapat 

membantu eksplorasi tersebut. Selain itu, pentingnya kawasan 

eksplorasi direncanakan agar analis dapat mengungkap realitas yang 

terjadi di lapangan. Eksplorasi ini diarahkan pada: 

1. Bawaslu Kabupaten malang 

2. KPU Kabupaten Malang  

 

1.6.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Interview / Wawancara 
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 Dalam pertemuan ini pencipta akan melakukan 

korespondensi atau kerjasama percakapan yang berencana 

mengumpulkan data melalui tanya jawab antara spesialis dan 

objek eksplorasi atau saksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Penyaringan di sini digunakan sebagai metode 

pengumpulan informasi dalam memimpin pemeriksaan primer 

dan mencari informasi serta data top to bottom dari sumber. Dalam 

pemeriksaan ini, para ilmuwan mengumpulkan informasi melalui 

wawancara dengan: 

1. Bapak George selaku ketua Bawaslu Kabupaten 

Malang 

 

b. Studi Literatur 

 Teknik pengumpulan data studi literatur ini digunakan 

peneliti dalam mencari dan menganalisis literatur-literatur yang 

telah ada sebelumnya mengenai cara mencegah kecurangan 

penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dilakukan sebelumnya di 

beberapa kota/provinsi di Indonesia. Selain itu, dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan, diharapkan peneliti 

mampu mengumpulkan konsep dasar dan teori serta artikel 

makalah dan dokumen lain untuk mengkaji permasalahan secara 

sistematis. 

c. Dokumentasi 

Untuk itu pencipta akan mengumpulkan arsip-arsip 

dan informasi yang dibutuhkan untuk isu eksplorasi tersebut 

dan kemudian mengkajinya secara serius agar dapat 

mendukung dan meningkatkan kepercayaan serta 

mendemonstrasikan sebuah episode yang terjadi di kota 

peninggalan Kayutangan. Pemanfaatan dokumentasi 

sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dinilai 

penting karena dapat membantu pencipta dalam 
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merencanakan hasil penelitian. Beberapa informasi yang 

diambil oleh para ilmuwan yang menggunakan strategi 

pengumpulan informasi melalui dokumentasi mencakup 

gambaran keseluruhan, konstruksi hierarki, dan fakultas dari 

mitra yang bersangkutan. Selain itu, dokumentasi juga 

dipandang sebagai sumber informasi yang mantap, 

umumnya kaya dan dapat membangkitkan argumentasi 

dalam hasil penelitian karena dokumentasi dapat berguna 

sebagai bukti informasi yang substansial. 

1.6.6 Teknik Analisa Data 

a. Reduksi  

Mengurangi informasi mengandung arti menyimpulkan, 

menyusun dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting yang 

terkandung dalam akibat pertemuan dengan subyek/narasumber. 

Sehubungan dengan pemeriksaan ini, baik informasi penting 

maupun informasi opsional yang telah dikumpulkan dari beberapa 

sumber kemudian dihilangkan oleh para ahli mengingat konsentrasi 

eksplorasi dan hal-hal yang harus dibenahi untuk membantu hasil 

dan pembicaraan dalam hal pemeliharaan. dan kepengurusan pada 

perlombaan tingkat provinsi tahun 2020. 

b. Penyajian  

Dalam pemeriksaan subjektif ini, tampilan informasi 

dilengkapi dengan teks cerita yang disertai dengan beberapa tabel 

dan bagan serta gambar informasi yang membantu eksplorasi. 

Informasi diperkenalkan dengan jelas setelah operasionalisasi ide-

ide yang baru-baru ini dipahami. Dimana ilmuwan menggambarkan 

konsekuensi pertemuan dengan narasumber yang telah disesuaikan 

dengan penanda dan kekhasan sosial yang terlacak di lapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tujuan diambil dengan mengikuti informasi satu 

sama lain untuk menyampaikan informasi yang sah seperti 
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yang ditunjukkan oleh penyelidikan eksplorasi. Dimana titik 

awal dapat ditarik secara singkat sebelum terdapat bukti 

substansial dan dapat diprediksi di lapangan. Oleh karena 

itu, para ahli perlu mengumpulkan kekuatan agar tujuan 

akhir yang diajukan dapat menjadi kenyataan. 
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